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BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR Wl TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Kepala
Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-
dokumen  pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Dacrah Tahun 2019 yang
djabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran vang telah disepakati bersama

antara Pemerintah Dacrah dengan DPRD pada tanggal 18 September 2018 dan Persetujuan Bersama DPRD dan
Bupati Kubu Raya tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
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Tahun Anggaran 2019 Nomor 900/1509.A 170/09/DPRD/2018 Tahun 2018 serta -Keputusan Gubernur

Kalimantan Barat Nomor Nomor 609/BPKPD/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kubu Raya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan
Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
20109;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran
2019;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4751);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Rava Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2019.
BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kemnbali, baik pada
tahun anggaran vang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
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Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp 1.478.326.396.641,20
b. Belanja Rp 1.516.432.709.258.25
Surplus/(Defisit) Rp  (38.106.312.617,05)

c. Pembiayaan Daerah:
1. Penerimaan Rp 43.106.312.617,05
2. Pengeluaran Rp 5.000.000.000.00
Pembiayaan neto Rp 38.106.312.617,05

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00
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Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
a. Pendapatan asli daerah Rp
b. Dana perimbangan

¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

157.828.632.436,30

Rp 1.108.884.466.000,00
Rp 211.613.298.204,90

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah Rp
b. Retribusi daerah Rp
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Rp
b. Dana alokasi umum Rp
c. Dana alokasi kKhusus Rp

116.095.837.401,01
8.299.626.640,29
4.643.414.250,00
28.789.754.145,00

39.359.523.000,00
806.955.704.000,00
262.569.239.000,00

Lain-lain pendapatan dacrah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah Rp.

b. Dana Bagi Hasil Pajak Rp.

c. Pendapatan Daerah Lainnya Rp.

d. Dana Desa. Rp.
Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung Rp.
b. Belanja Langsung Rp.

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawal o
b. Belanja hibah . Rp
- Belanja bantuan sosial iy

12.055.033.000,00
54.622.773.204,90
10.482.860.000,00
134.452.632.000,00

826.345.750.247,25
090.086.959.011,00

1.388.939.047.,25
9.808.110.000,00
2.025.000.000,00
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d. Belanja bagi hasil Rp. 12.239.546.500,00

e. Belanja bantuan keuangan Rp. 220.084.154.700,00
f. Belanja tidak terduga Rp. 800.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja pegawai Rp. 71.154.856.900,00
b. Belanja barang dan jasa Rp. 392.114.630.764,00
c. Belanja modal Rp. 226.817.471.347,00
Pasal 5
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
a. Penerimaan Rp. 43.106.312.617,05
b. Pengeluaran Rp. 5.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 43.106.312.617,05
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp. 3.000.000.000,00
b. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 2.000.000.000,00
Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a. Lampiranl Ringkasan APBD;

b. Lampiran Il Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Dacrah dan Organisasi SKPD;

¢. Lampiran Il Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; A.\
e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan

Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; AV %
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f. Lampiran V] Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

g.  Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

h. Lampiran VIl Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

k. Lampiran XI Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;
L. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

m. Lampiran XIII  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 1 Desembec 2018
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